BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1.

Sahnya suatu wasiat dalam hukum Islam secara prinsipnya didasarkan pada
terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. KHI sebagai pedoman hukum Islam di
Indonesia memberikan pilihan bagi masyarakat Islam yang hendak membuat
wasiat dengan bentuk lisan atau tertulis, dan dilakukan di hadapan dua orang saksi
atau di hadapan Notaris. Berbeda dengan KUHPerdata yang mengharuskan bentuk
wasiat secara tertulis. Hukum waris berdasarkan KHI dengan hukum waris
berdasarkan KUHPerdata merupakan sistem hukum yang berbeda sehingga dapat
terjadi ketidakpastian hukum jika kedua sistem hukum tersebut diberlakukan
bersamaan. Oleh karena itu, jika merujuk pada KHI suatu wasiat yang dibuat secara
akta di bawah tangan adalah sah, namun jika terjadi benturan atau sengketa
terhadap wasiat berbentuk akta otentik dengan objek yang sama maka akta otentik
yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat.

KHI dan KUHPerdata merupakan dua sistem hukum yang berbeda, bagi penduduk
agama Islam diberlakukan KHI sedangkan penduduk lainnya dapat
memberlakukan KUHPerdata. Pengaturan dalam KHI masih tetap diberlakukan
sebagaimana diatur dalam Pasal | Aturan Peralihan UUD 1945, meskipun
ketentuan dalam KHI masih jauh dari kata sempurna sehingga terdapat beberapa

pengaturan yang masih terlalu umum.

5.2. Saran

1.

Berdasarkan sistem hukum nasional, KHI tidak berkedudukan sebagai peraturan
perundang-undangan yang ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan dilihat
dari usia KHI yang sudah sangat lama sehingga dirasa perlu untuk mengesahkan
KHI, khususnya aturan terkait hukum wasiat agar menjadi undang-undang ataupun
peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada UU No. 12 Tahun 2011.

Bagi masyarakat Islam yang hendak membuat wasiat, meskipun KHI memberikan
pilihan bentuk wasiat yang hendak dibuat, alangkah baiknya wasiat tersebut dibuat
oleh atau di hadapan Notaris sebagai pejabat publik karena akta notaris sebagai

akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan



begitu pun, jika terjadi sengketa maka akta tersebut dapat membuktikan

kebenarannya secara otomatis selama tidak ada yang menyangkal.
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